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PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR [> TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BANGAI KEPULAUAN,

. bahwa salah satu upava untuk mewujudkan tertib

administrasi dan efektifitas pengelolaan barang milik daerah
perlu  menyusun standar operasional dan prosedur
pengelolaan barang milik daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah,;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3900);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan
Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik

Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, antara

lain sebagai berikut :

a. Standar operasional dan prosedur perencanaan kebutuhan
dan penganggaran;

b. Standar operasional dan prosedur penggunaan;

c. Standar operasional dan prosedur pemanfaatan;

d. Standar operasional dan prosedur pengamanan dan
pemeliharaan;

e. Standar operasional dan prosedur penilaian;

f. Standar operasional dan prosedur pemindahtanganan;

g. Standar operasional dan prosedur pemusnahan;

h. Standar operasional dan prosedur penghapusan; dan

I.

Standar operasional dan prosedur penatausahaan;

Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal |} Jauuair 9022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ﬂ(

‘kRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR [ TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

e Pengguna Pejabat Pengelola Hlu Dk .
No Aktivitas ?m%ﬂ“mﬂ\ Penatausahaan Barang | Kelengkapan Waktu Output | Keterangan
1 |Penpgguna Barang menyampailkan| Standar 4 Minggu cwi.mﬁ Waktu sesuai
usulan RKBMD kepada wmnmn_cl Barang, RKBMD kebutuhan
Barang melalui Pejabal Standar
Penatausahaan Barang Dllﬂ Kebutuhan,
Standar Harga
2 |Pejabat Penatausahaan mmnm”m Usulan 4 Minggu  |Hasil Wakiu sesuai
melakukan  penelaahan  at RKBMD Telaahan |kebutuhan
usulan RKBMD .
3 |Pejabat Penatausahaan mmaE.J Hasil Telaahan |4 Minggu |Usulan Waktu sesuai
mengembalikan hasil telaahan REBMD kebutuhan
usulan REBMD kepada Pengguna Hasil
4 |Pengguna Barang mengirimlan Usulan 4 Minggu  |Draft SK  |Waktu sesuai
usulan RKBMD hasil telaahan ke RKBMD Hasil Penetapan |kebutuhan
Pengelola Barang melalui Pejabat Telaahan RKBMD
| Penatausahaan Barang
5 |Pengelola Barang menetapkan Draft SK 4 Minggu  [SK Waktu
RKBMD Penetapan Penetapan |sesuaj
RKBMD RKBMD kebutuhan
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B. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

penggunaan

N Aktivitas Periggurs ?Hﬁwmwwﬁ Pengebola || oy pati S Ket
° _ Barang Barang Barang pa Kelengkapan | Waktu Output BleTasigan
1 |Mengajukan permohonan kepacda Data BMD | Hari Surat

Bupati melalui Pengelola Barang Permohonan
2 |Pengelola memerintahkan Pejabat Surat 1 Hari Disposisi
Penatausahaan untuk melalkukan & e Permohonan
penelitian

3 |Pejabat Penatausahaan Barang Disposisi 7 Hari Draft Surat
menyusun draft keputusan Keputusan
penetapan status penggunast

4 [Bupati menerbitkan rn _ Draft Surat 7 Hari SK
keputusan penetaparn status Keputusan Penetapan
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C. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN

e Set
No Alcuivitas Pemohon m_m_hmnna mmﬁ”“m_“wu Pengaloln Barang | Bupati §§;wwn_~gzﬂ_ﬂﬂ<w”“~ BGutput Ketarangan
—

1 [Pemoheon mengajulan sural rlj Propogal 1 Harn  |NotaDinas
permohonan  pamanfastan  kepadal Permohonan
Bupati melalui Pejaball Pemanfaatan
Penntausahaan Barang {dilampiri FC

KTP/ldentitas
: yang lain)

2 [Pejebint  Penatauasahasn mm_.m_,.mi v_ 4 I..-._ _ Nota Dinas 3 Hari  |Draft
memberikan  pertimbangan  kepad Permohonan
Bupati melalui Pengelola Barang Persetujuan

3 |Bupati menetapkan Tim Peneliti Dralt 3 Hari  |SK Tim

Permohonan Pensliti
Persetujuan

4 |Tim melakukan penelitian  terhadap)| =S SK Tim S Hari |BA Penelitian
surat permohonan dan  dokumen Peneliti
pendukung dalam rangka menguii
keelwyaknn permohonan)
pemanfaatan

5 |Apabila Bupati tidak menyetujui Tidak BA Ponelitian 3 Hapi  |Surat
pormchonan  tersebut,  Bupat] Penolakan
menerbitkan  surat penolakan|
kepada  pihak yang mengajukan va
i K I I F oy
pempnlantan

& [Apabila Bupati menyetuju BA Penelitian 2 Hari  [Burat
permohonan torssbut, Bupati Perasetujuan
menerbitkan  surat  persetujuan
pemanfuata
il
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D. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Pajalnt it Bakep
A Pengguna ) Pengelola l |
No >§”.c ita Barmog DPUPKP BEKAL ?:mm.wﬁnwﬁ.n: Bariing Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
I [Pengguna Barang mengidentifiloasi KiB, 5 hari Laporan
jenis PeNgATATIAN dan| DFA/DPPA Rekonailiasi
Pemeliharaan BMD vang berada barang
2 |Pengguna  Barang — melakukan Laporan 5 hari Surat
pengamanan dan pemelifiaraan atas| Rekonuiliasi Permohonan
BMD yang  berada  dalam) barang pemeliharas
pangudsaannya,  kecuali  untuk nherat
Pemeliharnan berat
3 |Pengguna  Barmang mengaiukan) Burat 30 haril Dokumen
permohonan  pemelibaraan  berat] Permohonan RKA
atas BMD jenis dedung kepadal pemaliharapn
DPUPR berat
4 |Pengguna  Bamang  mengajukan Burat 30 hari| Dokumen
permohonan  pemeliharaan  berad Permohonan REA
atns BMD jenin kendarazn dinas | pemeliharaan
mebeulair, peralatan kanior, dan .4_ hisrat
Masin kepada BPEAL |
5 |DPUPR melakaanakan M PFALDPPA 130 hari| Dokumen
pomelihaman berat terhadap BMD)| Pengadaan
Jenis Gedung sang diajukan oleh| _
Pengguna Barang
6 BPKAD melaksanakan pemsliharaan| DPA/PPA |30 hari| Dokumen
berat  terhacdap BMD Jjenis| Pengadaan
kendaraan  dinas, mebelair,|
peralatan  kantorgdan mesin  vang|
digjulkan oleh Pengguna Barang
7 | Pengguna Barang melaporkan
pemaliharaan BMD dibawshl Laporan
PONEUARKAN NV pemaliharaan [ 1 liari Arsip
4 N ’ BMD
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UR PENILATAN NERACA

E. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSED

. Ponggiini Tim Pejabat _ _ Mutu Haku

No Aktivitas Barnng Penilai ﬁnnﬂscaw_;sa Pengelola Barang | Bupati Kelonglapary| Wik Outpat Keterangan

1 |Perggune  Barang — mengajukan . Data BMD 2 Hari |Burat
permohonan Penilaian  BMD ke padal ﬂ w permahonan
Bupati melalui Pengelola Barang,

2 |Pengelola Barang memerintalilan Pe Surat 7 Hari |Hasil telaah
Pejabat  Penatuusahaan Barang| permohonan
untuk melaleulcan penelaahan)
permohonan penilaian BMID.

3 [Pejabat  Penatsusahaan  Bar u 1 Hasil telaali | 2 Hari | Draft Tim
mengusulkanTirn  Penilai  kepad -ﬂ Penilad
Bupsti

3 |Bupati Menetapkan Titm Penilaian B Deaft Tim 60 Hari|8K Tim
BMD Penilai Penilai

4 |Hasil Penilaian disampaikan kepada , | . 8K Tim 3 Hari |Laporan
Pejabat Penatausahaan |0D G Penilai Penilaian

5 |Hasilpenilaian dismmpaikan kepada Laporan 3 Hari [SK
Buputi untuk ditetapkar Penilaian Penetapan
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F. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN

Fejabat Tim Mutw Bakiy
No Aktivitas Penatausaan N Pengeloln Bupati Keterangan
— Peneliti Barang Kelengkapan | Waktu Output

1 Pejabat Penatausahasn mengajukan) Data BMD 7 Hari |Burat
usul  pemindahtanganan  kepad q Usulan
Bupati melalni  Pengelola mm.ﬂaM nI\
kecuali  pemindahtanganan  berupa
hibal keparla masyarakaf
dilaksanmkan oleh Pengguna Barang.

2 |Pengelola Barang memberikar)| Surat Usulan |3 Hari |Nota Dinas
pertimbangan atas surat permohonan
pemindahtanganan
Kepada Bupatl.

3 |Bupati menetapkan Tim Peneliti untul Nota Dinas 2 Hari |SK Tim
melakukan penelitian terhadap sura
usulan pemindahtanganan,

4 |Tim  Peneliti  menyerahkan  hasil| SK Tim 5 Hari |Berita Acara
peneliian  kepada Bupati  melalui Penelitian
Pengelola  Barang  sebagai  bahar
pertimbangan persetujan

| Peminidahtanganan,

5 |Bupati mengambil keputusan ditolak Berita Acara |2 Hari |Draft

Penelitian Porsetujunn
diterima

& |Bupati menerbitkan surat] Draft 2 Hari [Surat
persatujuan pemindahtanganan, Persetujuan Pernetujusnn




G. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMUSNAHAN

Pengguna Pejabat ) MutuBaiy

Ny Akctivitas Barang Penatausahaan | Pengelola Barang Bupati Kelengkapan | Wakty Output Keterangnn

1 |Pengguna Barang mengajukan| Data BMD 3 Hari |Burat
permohonan  pemusnahan  BMD| Permohonan
kepada Bupati melalui Pejabat
Pensatausahaan Barang. ﬂ\__/

2 |Pejabat  Penatausahaan Barang| Burat 5 Hari |Hasil Telaah
melaliikan penelaahan Permohonan
permehonan pernusnahan BMD.

3 |Pengelola  Barang melakukan Hasil Telanh |2 Hari |Nota Dinas
penelitian terhadap permochonar Haail Telaah
usulan Pemusnahan yang sudaly
dilakukan  penelaahaan  oleh)

Pejabat penatausahaan Barang,

4 |Pengelola Barang menyampaikan Nota Dinas 2 Hari |Nota Dinas
hasil penelitian kepada Bupati] Haail Telaah pertimbangan
sebagai  bahan  pertimbangan| persetujuan
persotujuan permusnahan BMD,

5 |Bupat mengambil keputusan o - ditolalk Nota Dinas 2 Hari |Draft

pertimbangan Persetujuan
diterima| PETsetujuan

o [Bupati menerbitlka surat Dralt 2 Hari |Surat
persetujuan pemusnahan BMD, Persetujuan Persetujuan
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H., STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN

___|Penghapusan |

Pejabat Pengalila Mutu Baku

No Alktivitas vnswwwmwuﬂmma Barang Bupati Kelengkapan | Waktu Output Keterangan

1 |Pejabat Penatausahaan Baran Data BMD 3 Hari |Surat
mengajukan usul penghapusan kepada A w Permohonan
Bupati melalui  Pengelola  Baran,
berdasarkan ketetapan  pemindah
tangan BMD, putusan pengadilan yar
telah berkekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya,
menjalankan ketentuan Undang-

Undang, pemusnahan atau sebab lain.

2 |Pengelola Barang melakukan penelitian| _ 1_w 1 Surat 2 Hari [Nota Dinas Hasil
atasusul  penghapusandari  Pejabat Permohonan Penelitian
PenatausahaanBarang,

3 [Pengelola  mengajukan  permohonan| LH_

Ipersetujuan penghapusan  kepada] Nota Dinas 2 Hari |Nota Dinas
Bupati. Hasil Pertimbangan
4 |Bupati mengambil keputusan Penelitian Persetujuan
i Nota Dinas 2 Hari |Draft
Pertimbangan Persetujuan dan
Persetujuan SK Penghapusan
Bupati menetaplan persenijuan dan

5 [menerbitkan keputusan penghapusan Draft 2 Hari |Surat
BMD, Persetujuan Persetujuan dan

dan SK SK Penghapusan




I

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN

. Pejabat Mutu Baku
Na Aktivitas engguna mwﬂaym Panatausahaan m.no_apuw_hﬂﬂﬁﬁ Walctu O_._Eu—:. Ke nﬂ_‘gﬁmn
1 |Pengguna Barang mengirim Laporan BMD) Kertas xm._..jm Hari Dralt Laporan
kepada Pengelola Barang melalui Pajabat Rekonsiliasi Data BMD

Penatausabaan Barang untuk  dilakukean
telaah,
Laporan  BMD  wyang  telah clitelanh

dikembalikan ke Pengguna Barang Untul
dilakukan koreksi.

Pengguna Barang mengirim Laporan BMD
yang telah  dikoreksi  kepada  Pengelols|
Barang  melalui Pejabat Penatausahann)
Barang.

Pejabat  Penatausahaan Barang melakukan
rekapitulasi  Laporan BMD  daii  Penggun
Barang,

-

:

Draft Laporan 5 Hari Laporan BMD

BMD

Laporan BMD 2 Hari Draft Laporan
Rekapitulasi
BMD

Draft Laporan 10 Laporan

Relapitulasi BMD | Hari Rekapitulasi
BMD

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, b./

.,\nzm D. ADAM




